
  

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN DEMAK 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN 

NOMOR 180.19 / 49 TAHUN 2025 

 

TENTANG  

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DESA (RKP DESA) 

DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

KEPALA DESA TEDUNAN, 

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa; 

  b. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa  dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui 

Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKP 

Desa. 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2025; 

 

Mengingat :   

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 

SALINAN 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir 

kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara RI Th. 2016 Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1203); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1633); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 

Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan 



Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2007 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11); 

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( 

Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 72); 

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36); 

18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan 

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa 

Tedunan Tahun 2019 Nomor 2); 

19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025; 

20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa 

Tedunan Tahun Anggaran 2025. 

21. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 

Desa) Tahun Anggaran 2022-2030 (Lembaran Desa Tedunan 

Tahun 2025 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERTAMA :  Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan 

keanggotaan  sebagai berikut : 

     Pembina : 1. M. Zainal Afif, H, M.Pd.I, M.Sy (Kepala Desa) 

     Ketua : 2. Muhammad Nur Sihabuddin (Sekretaris Desa) 

     Sekretaris : 3. Abdul Halim    (Ketua LKMD) 

        4. Hamdan    (Perangkat Desa) 

      5. Minan Nur Rochman  (Ka. Gapoktan) 

      6. Maslihin    (Ketua RW 03) 

      7. Mustofa Kamal   (Ka. RT 4 RW 1) 

      8. Syamsul Huda   (Tokoh Mas) 

      9. Dwi Ningrum     (Bidan Desa) 

10. Kholidah    (Kaderyandu) 

11. Nuzulul Umniyyah   (KPMD) 

        



KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa adalah menyusun Perubahan Rancangan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 berdasarkan data-

data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi 

Desa yang dilakukan secara partisipatif. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Perubahan RKP 

Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

KEEMPAT : Tim Penyusun Perubahan RKP Desa dalam melaksanakan 

tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan 

dan/ atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten. 

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun Perubahan RKP Desa terhitung sejak 

ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan 

ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa  tahun 2025.   

Keenam : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 

 

     Ditetapkan di  : Tedunan 

     Pada Tanggal : 30 September 2025 

KEPALA DESA TEDUNAN, 
 

 

TTD 
 

 

MUHAMMAD ZAINAL AFIF 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

SEKRETARIS DESA TEDUNAN, 

 

 

 

 

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN  

 

 

 

 


